
 
 

94 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengelolaan pasar di Pasar Demangan secara umum sudah berjalan dengan 

baik. Aspek-aspek dalam  pengelolaan pasar di Pasar Demangan sudah 

berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Petugas-petugas yang berperan 

dalam pengelolaan retribusi pasar terkoordinasi dengan baik. Hal ini 

terlihat dari kinerja petugas pemungut retribusi yang disiplin dalam 

memungut retribusi di Pasar Demangan sesuai dengan instruksi dari Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) I Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. 

Aspek evaluasi dan pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam 

mengontrol kinerja petugas di lapangan serta mengawasi kelalaian 

pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini 

belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, 

dimana semua hasil retribusi disetorkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 

untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana 

operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan 

terlebih dahulu.  

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Pasar Demangan 

Yogyakarta antara lain kurangnya kesadaran pedagang dalam hal 
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pembayaran kewajiban retribusi sehari-hari, adanya pedagang kaki lima 

yang menggelar barang dagangannya di tepi Jalan Gejayan sehingga 

menjadikan lingkungan pasar kurang tertib, selain itu keterbatasan dana 

dari pemerintah dan kurangnya petugas pungut menjadi masalah internal 

yang harus mendapat perhatian untuk segera ditangani.  

B. Saran 

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Pemerintah 

a. Menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian 

tempat dengan cara menempatkan (merelokasi) PKL di tempat-tempat 

tertentu atau lahan kosong yang tempatnya dapat dijangkau masyarakat 

sebagai lokasi khusus untuk para PKL. Hal dapat dilakukan agar tidak 

terjadi kesemrawutan pedagang dan kesenjangan antara pedagang yang 

berijin dan tidak berijin. 

b. Memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar Demangan dengan sebaik-

baiknya. Jangan sampai ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaiki 

namun masih juga mengalami kerusakan yang sama. Lahan parkir di 

area Pasar Demangan juga harus segera mendapat perhatian karena 

sempitnya lahan parkir membuat pedagang maupun pembeli terpaksa 

memanfaatkan ruas Jalan Gejayan sebagai tempat parkir kendaraan 

sehingga sering menimbulkan kemacetan.  
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2. Pedagang 

Membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai 

dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang 

memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah 

dari retribusi. 
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